ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN — BADAN LAYANAN UMUM — POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA
MADIUN- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMENKEU RI NOMOR 124/PMK.05/2022 TANGGAL 11 AGUSTUS 2022 (BN TAHUN 2022

NO. 774)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN PADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK

bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, telah ditetapkan tarif layanan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK/05/2019 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun
pada Kementerian Perhubungan, dan melalui surat nomor PR.306/1/2/ PHB
2022, Menteri Perhubungan mengusulkan penyesuaian tarif BLU Politeknik
Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No0.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008
No0.166, TLN No0.4916), UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No

. 4355), UU No0.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No0.166, TLN N0.4916), PP No.
23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No0.4502) sebagaimana diubah dg
PP No. 74 Yahun 2012 (LN Tahun 2012 No.171, TLN No0.5340), Perpres No.57
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu No0.129/PMK.05/2020 (BN
Tahun 2020 No0.1046), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021
No.1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas tarif layanan
akademik dan tarif layanan penunjang akademik. Tarif layanan akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: tarif layanan seleksi
penerimaan taruna, tarif layanan pendidikan dan pelatihan pembentukan, tarif
layanan pendidikan dan pelatihan teknis, tarif layanan pendukung akademik, dan
tarif layanan akademik lainnya. Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: tarif laboratorium dan simulator.
Tarif penyelenggaraan workshop, tarif penggunaan keahlian sumber daya
manusia politeknik perkeretaapian Indonesia madiun. Tarif penggunaan lahan,
ruangan, wisma, dan Gedung. Terif perpustakaan, tarif pedang pora dan
drumband, dan tarif klinik. Terhadap taruna atau peserta didik yang berasal dari



warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150%
(seratus lima puluh persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3. Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif
layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dan tarif layanan akademik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan mempertimbangkan kondisi
keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Perkerataapian Indonesia Madiun
pada Kementerian Perhubungan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2022 dan
diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2022



